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Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Barangnya Hilang Di

Penitipan Barang Di Supermarket Wilayah Kota Palembang

Arnold Chandra
02101001178

ABSTRAK

Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan
janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan
yang sama Di Kota Palembang terdapat supermarket yang memiliki tempat
penitipan barang. Namun barang yang dititipkan tidak selamanya aman, karena
dapat juga terjadi kehilangan. Metode penulisan ini menggunakan metode
empiris, oleh karena itu data yang diambil merupakan data langsung dari
lapangan.

Di supermarket Hypermart telah mencantumkan klausula-klausula baku
yang harus ditaati oleh konsumen yang menggunakan jasa penitipan barang,
Apabila terjadi kehilangan barang di penitipan barang di supermarket Hypermart,
maka penggantian kerugian yang diberikan sesuai dengan klausula yang telah
dibuat maupun kebijakan dari pihak pengelola itu sendiri. Sedangkan di
supermarket Diamond tidak mencantumkan klausula-klausula baku. Jadi apabila
tefjadi kehilangan barang di penitipan barang di supermarket Diamond, maka
penggantian kerugian diberikan melalui hasil dari keputusan pengelola
supermarket Diamond itu sendiri. Hendaknya konsumen selalu waspada terhadap
barang-barang yang akan dititipkan di penitipan barang.

Keyword : Penitipan Barang, Perlindungan Hukum, Barang, Supermarket
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia akan konsumsi semakin berkembang Hal ini
disebabkan manusia memerlukan barang-barang konsumsi tersebut untuk
pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Maka tidak heran perkembangan

. pembangunan gedung-gedung perbelanjaan ataupun. pusat-pusat pertokoan
yang disebut dengan Mall. telah banyak dibangun demi memenuhi kebutuhan
konsumsi manusia. -

Mengetahui hal ini, masyarakat melihat mall yang didirikan dianggap
sebagai tempat yang sfrategis untuk mengembangkan usahanya tersebut.
Karena mall di kota Palembang masih sangat sedikit, orang berpikir bahwa
dengan adanya. mall-mall yang baru didirikan akan mendatangkan banyak
konsumen sebagai tempat hiburan ataupun sebagai tempat membeli kebutuhan-
kebutuhan yang digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Dengan adanya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang
sebesar-besamnya oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha beramai-ramai untuk
menyewa pertokoan-pertokoan yang akan disewakan oleh pihak pengembang
mall tersebut. Salah satu yang dibangun oleh pengusaha di dalam kawasan mall
tersebut adalah supermarket. Supermarket seringkali ramai dikunjungi oleh
konsumen karena supermarket menjual kebutuhan hidup sehari-hari yang

seringkali dibutuhkan oleh konsumen seperti, makanan dan pakaian. Bahkan



ada beberapa supermarket yang ikut menjual perlengkapan elektronik serta
peralatan rumah tangga.

Karena supermarket menjual kebutuhan untuk memasak di rumah,
maka harga-harga yang ditawarkan beraneka ragam. Mulai dari harga yang
sangat. murah seperti mie instan sampai ke harga yang sangat mahal seperti
daging sapi. Oleh karena itu, semua orang yang masuk ke supermarket juga
beraneka ragam. Mulai dari kalangan menergah kebawah, kalangan sederhana,
sampai kalangan menengah ke atas juga ikut masuk ke supermarket.

Oleh karena itu, tidak heran mengapa supermarket di mall Kkota
Palembang seringkali dipadati oleh konsumen-konsumen yang berbelanja di
tempat itu. Selain dengan tempatnya yang. rapi dan nyaman, semua barang-
barang yang dijual di dalam supermarket sudah dicantumkan harganya masing-
masing agar konsumen yang berbelanja di supermarket bisa menghitung harga
barmg yang mereka belanjakan dengan uang yang mereka bawa saat itu juga.
Saat ini di wilayah Kota Palembang terdapat dua belas supermarket besar yang
diantaranya meliputi Giant, Hypermart, Diamond, JM, Carefour, Foodmart.

Banyaknya konsumen yang berbelanja di supermarket membuat pelaku
usaha pemilik supermarket merasa khawatir karena banyaknya barang yang
ada di supermarket sulit untuk diawasi satu-persatu. Melihat kondisi seperti ini,
pelaku usaha membuat suatu tindakan untuk mencegah konsumen agar jangan
sampai melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan

kerugian bagi pelaku usaha. Maka dibuatlah tempat penitipan barang,



Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut.) Perbuatan melanggar hukum yang seringkali
terjadi di supermarket adalah mencuri barang yang ada di dalam supermarket.
Hal tersebut dilakukan secara sengaja atau karena terkena penyakit
kleptomania. Kleptomania adalah kelainan jiwa berupa keinginan hendak
mencuri yg tidak dapat ditahan-tahan sekalipun barang curian itu tidak
berharga atau tidak berguna sama sekali.? Oleh karena pelaku usaha pemilik
supermarket takut akan adanya suatu perbuatan melanggar hukum di
supermarket, maka sebagian besar supermarket memasang beberapa kamera
pengziwas yang disebut Closed Circuit Television (CCTV) yang dipergunakan
untuk melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi di supermarket tersebut.

Namun terkadang memasang CCTV belum bisa memberikan rasa aman
bagi pelaku usaha pemilik supermarket tersebut. Terkadang apabila CCTV
mengalami gangguan teknis, maka orang yang melakukan perbuatan
melanggar hukum tidak terdeteksi ataupun tidak terlihat sama sekali. Seringkali
orang tertangkap basah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan cara
mengambil barang-barang yang ada di supermarket, lalu memasukkannya
kedalam tas yang dibawa oleh pengunjung ataupun bawaan yang dibawa oleh
pengunjung yang mempunyai ruang yang cukup untuk memasukkan belanjaan

di supermarket.

! Solahuddin. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : Visirnedia. 2010. him. 472.
Pasal 1365
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Untuk memberikan rasa aman yang lebih kepada pelaku usaha pemilik
supermarket, mereka menyediakan suatu tempat yang digunakan untuk
menitipkan semua barang bawaan yang dibawa oleh si pengunjung (kecuali
barang berharga atau barang yang mempunyai nilai jual yang tinggi) sebelum
memasuki area perbelanjaan di supermarket. Hal tersebut dilakukan agar
perbuatan melanggar hukum yang seringkali dilakukan di supermarket dapat
diminimalisir sehingga seseorang yang.akan melakukan perbuatan melanggar
hukum akan kesulitan untuk melakukan aksinya di area supermarket.

Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan
janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan
yang sama’. Ada dua jenis penitipan barang yaitu; penitipan murni (sejati) dan
sekestrasi (penitipan dalam perselisihan)®.

Penitipan Mumi adalah penitipan yang dianggap dilakukan dengan
cuma-cuma bila tidak diperjanjikan sebaliknya. Penitipan demikian hanya
mengenai barang-barang bergerak.’ Sedangkan penitipan Sekestrasi adalah
penitipan barang yang berada dalam persengketaan kepada orang lain yang
mengikatkan diri untuk mengembalikan barang itu dengan semua hasilnya
kepada yang berhak atasnya setelah perselisihan diputus oleh Pengadilan.
Penitipan demikian terjadi karena perjanjian atau karena perintah Hakim.®

Penitipan yang terdapat di dalam gedung perbelanjaan khususnya

supermarket biasanya menggunakan penitipan mumi atau yang biasa disebut

:Solahuddin. Op.cit. him. 544, Pasal 1694
Ibid. Pasal 1695

:Ibid. Pasal 1696
Ibid. him. 548. Pasal 1730



dengan penitipan cuma-cuma yang hanya menggunakan benda-benda bergerak.
Dengan cuma-cuma maksudnya adalah penitipan yang dilakukan tidak disertai
dengan imbalan atas barang yang dititipkan.

Penitipan barang juga merupakan suatu perjanjian antara si pemberi
titipan dan si penerima titipan. Apabila konsumen telah menitipkan barangnya,
maka secara tidak langsung perjanjian telah terjadi. Hal ini disebabkan karena
konsumen selaku pemberi titipan telah setuju agar barang yang dibawanya
dapat dititipkan di tempat penitipan barang. Sedangkan pelaku usaha selaku
penerima titipan telah setuju untuk menerima barang yang dititipkan.

Adanya penitipan barang seperti ini bertujuan untuk memberikan rasa
kenyamanan bagi konsumen yang akan berbelanja di supermarket dan
memberikan rasa keamanan bagi pelaku usaha untuk mencegah agar tidak
terjadi hal yang ﬁ&ak diinginkan.

Akan tetapi, masih terdapat risiko apabila konsumen menitipkan
barangnya ke tempat penitipan barang. Risikonya adalah barang tersebut dapat
mengalami kerusakan atau barang tersebut dapat hilang. Rusak atau hilangnya
barang tersebut dapat diakibatkan oleh kesengajaan maupun akibat dari
kelalaian orang yang menjaga barang di penitipan barang tersebut.

Peristiwa ini terjadi kepada istri dari Bapak Ricky Andrianto yang pada
saat itu sedang berbelanja di Carefour Tamalanrea di Makasar. Pada saat
hendak berbelanja istri dari Bapak Ricky tersebut disuruh untuk menitipkan
payung yang dibawanya, karena konsumen yang akan berbelanja disana

dilarang untuk membaya payung untuk masuk ke dalam supermarket. Saat



menitipkan payung kepada petugas penjaga penitipan barang, beliau tidak
diberikan nomor tanda titip karena menurut petugas, katanya “hanya payung,
hapal saja”. Oleh karena itu beliau langsung saja masuk ke dalam supermarket
setelah menitipkan payungnya tersebut. Selesal berbelanja, beliau ingin
mengambil payung yang telah dititipkan kepada petugas penitipan barang tadi.
Saat hendak mengambil payungnya kembali temyata payungnya sudah tidak
ada lagi, payungnya hilang. Petugas.yang menjaga payung tersebut mengeiak
dengan mengatakan tidak tahu payungnya ada dimana Tidak ada tanggung
jawab sama sekali dari petugas penitipan di Carefour tersebut. Meski nilai
payung tidak seberapa, tetapi kejadian itu membuat Bapak Ricky Andrianto
dan istrinya kecewa. Beliau memohon tindak lanj ut dari manajemen Carefour
Tamalanrea Makasar.’

Hal ini tentu saja membuat kedudukan antara konsumen terhadap
pelaku usaﬁa menjadi tidak seimbang, dimana kedudukan konsumen selalu
dirugikan oleh pelaku usaha. Apabila terjadi komplain dari konsumen terhadap
pelaku usaha, maka pelaku usaha selalu berusaha untuk mengalihkan tanggung
Jawabnya dengan berbagai aturan atau prosedur yang menyulitkan, dan
merugikan konsumen. Jadi, untuk mencegah agar jangan sampai konsumen
yang berbelanja di supermarket merasa dirugikan oleh pelaku usaha, maka
dibuatlah peraturan yang mengatur dimana konsumen yang sedang berbelanja
suatu barang atau konsumen yang sedang menggunakan jasa akan dilindungi

hak-haknya. Oleh karena itu hal ini membuat saya tertarik untuk menulis

. http://www1.kompas.com/suratpembaca/read/34570 diakses pada tanggal 21 April
2014 pukul 19.40 WIB
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skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang
Barangnya Hilang di Penitipan Barang di Supermarket Wilayah Kota

Palembang”.

B.Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti
. merumuskan masalah penelitian, yaitu: .

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang
kehilangan barang di penitipan barang di supermarket wilayah kota
Palembang?

2 Bagaifnana penerapan ganti rugi jika barang konsumen yang dititipkan di

supermarket hilang?

C.Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang
kehilangan barang di penitipan barang di supermarket kota Palembang.
2. Untuk mengetahui penerapan ganti rugi jika barang konsumen yang

dititipkan di supermarket hilang,

D.Manfaat Penelitian
1.Manfaat Teoretis
Kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah untuk mendukung

perkembangan konsep-konsep dalam ilmu hukum, khususnya mata kuliah



perlindungan konsumen. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah
literatur Ilmu Hukum dalam memahami berbagai dimensi yang berkaitan
dengan perlindungan terhadap barang yang hilang di tempat penjtipan”
barang di supermarket Kota Palembang.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
~ 1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan
masukan dan sumbangan pemikiran yang memiliki arti bagi praktisi
dan akadémisi dalam studi lanjutan yang mengungkap aspek-aspek
yang berkaitan dengan penitipan barang.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi
kepada masyarakat tentang pentipan barang, khususnya mengenai
perlindungan konsumen akibat barang yang hilang Ai tempat penitipan
barang di supermarket. Selain itu, melalui hasil penelitian ini
diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran masyarakat mengenai
perlindungan yang didapatkan oleh konsumen ketika hendak membeli

barang di supermarket Kota Palembang.

E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembahasan perlindungan hukum konsumen pada skripsi
ini akan dibatasi pada aspek, penitipan barang, hak konsumen, tanggung jawab

pelaku usaha, klausula baku, ganti rugi ditinjau dari aspek hukum perjanjian,



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

F. Kerangka Teori

Kegiatan bisnis merupakan suatu kegiatan yang biasa ditemukan dalam
kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan bisnis selalu ada dua pihak yang
saling berhubungan, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Dalam skripsi .ini
teori yang digunakan adalah teori perlindungan preventif dan teori
perlindungan kuratif. Teori perlindungan preventif adalah perlindungan yang
diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau
menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai
melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa
tersebut dan selanjuﬁlya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau
memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek
tertentu.® Teori perlindungan Kuratif adalah perlindungan yang diberikan
kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang
atau jasa tertentu oleh konsumen, Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa
konsumen belum tentu dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan
dengan pembeli barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen
adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang

dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau

’ Christophel Pratanto. Perlindungan Konsumen.
http://cpratanto.blogspot.com/2012/12/perlindungan-konsumen.htmi?m=1 diakses pada
tanggal 22 April 2014 pukul 13.15 WIB


http://cpratanto.b!ogspot.com/2012/12/perlindungan-konsumen.html?m=l
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pemanfaat atau penikmat dari suatu bnarang atau jasa, tidak peduli ia

mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian.9

Adapun teori tanggung jawab pelaku usaha yang digunakan yaitu:
tanggung jawab berdasarkan atas unsur kesalahan, strict liability dan absolute
liability. Strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan
kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-
pengecualian yang memungkinkan .untuk dibebaskan dari tanggung jawab, .
misalnya keadaan memaksa (force majeure). Sebaliknya, absolute liability
adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada
pengecualiannyahlo Pelaku usaha selalu ingin mencari keuntungan atau laba
yang sebesar-besarnya dari barang dan/atau jasa- yang ditawarkan, sementara
konsumen selalu berharap akan keseimbangan antara manfaat dan biaya yang
dikeluarkan untuk membeli barang dan/atau menggunakan jasa yang
ditawarkan.tersebut.

Menurut Az. Nasution bahwa hukum perlindungan konsumen adalah
bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah :

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur
hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain
berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam

pergaulan hidup.”"!

Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai :

% Ibid

10
Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
2013. him. 103

! Az. Nasution. Konsumen dan Hukum. Jskarta : Sinar Harapan. 1995. him. 78
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«Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur

dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya

dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.”"?

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah
mengeluarkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tentang Perlindungan
Konsumen ini diharapkan dapat me?ndidik masyarakat Indonesia untuk lebih
menyadari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku
usaha.”?

Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen belum dijelaskan secara terperinci makna dari
konsumen maupun makna dari pelaku usaha itu sendiri. Namun pada saat
terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, maka dalam Pasal 1 angka (2) dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan”. Sedangkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang
Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha adalah setiap
orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

2 Ibid. him.66

13 ;
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama. 2000. him. 2
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sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Persoalan yang dihadapi konsumen di Indonesia adalah, konsumen
tidak mengerti mengenai hak dan kewajibannya terhadap pelaku usaha,
namun hanya menerima apa adanya terhadap aturan yang telah ditetapkan
oleh pelaku usaha tesebut.

Dalam Tndang-Undang Perlindungzn Konsumen Pasal 1 angka (1)
disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum
kepada konsumen.”

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata adalah suatu perbuatan yang mengikat dirinya antara satu orang atau
lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Hukum perjanjiaﬁ menganut asas
hukum kebebasan berkontrak, sistemnya terbuka dan merupakan hukum
pelengkap. W

Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila
telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasél 1320 kitab Undang-
undang Hukum perdata.'® Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

14 o
Republika online/ http/://www. Republika.co.id./berita/OS oktober 2002 diakses pada
tanggal 3 April 2014 pukul 14.30 WIB

1 eae .
Az. Nasition. Hukum Perlindungan Konsumen Sebuah Pengantar, Cet. Pertama. Jakarta
: Daya Widya. 1999.him 46
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4. Suatu sebab yang halal.

Buku III KUHPerdata menganut azas “kebebasan” dalam hal membuat
perjanjian (beginsel der contractsvrijheid). Azas ini dapat disimpulkan dari
Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan
bahwa: “semua persetujuan yang telah dibuat secara sah adalah berlaku
sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”

“Semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang
namanya dikenal oleh Undang-undang. Azas kebebasan berkontrak
(contractsvrijheid) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan
menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian
yang dibuat sesuai Pasal 1320 KUHPerdata mempunyai kekuatan mengikat.
Dengan demikian maka, kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang
penting di dalam hul\%)m Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari
kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.'®

Peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam buku III B.W itu hanya
disediakan dalam hal para pihak berkontrak tidak membuat peraturan
sendiri."’

Suatu Perjanjian pinjam, baik yang mengenai benda yang dapat diganti
maupun mengenai benda yang tak dapat diganti dinamakan suatu ‘“rieel
contract,” artinya suatu perjanjian yang baru dianggap lahir pada ketika

barangnya diserahkan.'®

'® Mariam Darus Badrulzaman dkk. Kompilasi Hukum Perikatan, Cet. Pertama. Bandung :
PT Citra aditya. 2001. him. 84
17 .
R. Subekti.Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 29.)akarta : PT Internusa. 2001. him 128
18, . ’
Ibid. him. 170
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Di dalam teori due care disebutkan bahwa dalam kedudukan konsumen
dan pelaku usaha yang harus berhati-hati adalah pengusaha Dalam
menawarkan barang dan jasanya siapapun tidak dapat dipermasalahkan
apabila konsumen dirugikan. Konsumen harus membuktikan kecerobohan
pelaku usaha (Pasal 1865 BW).

Sedangkan dalam memberikan perlindungan konsumen yang bersifat
represif yaitu melaluj pengaturan tanggung jawab pelaku usaha untvk
memberi ganti rugi kepada konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 s/d
Pasal 28 yang lebih dikenal dengan sebutan tanggung jawab perdata dan
lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang perlindungan konsumen
yang akan memberikan perlindungan yang bersifat represif adalah Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)."

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, maka konsumen secara hukum memiliki kekuatan
untuk melaksanakan seluruh hak-hak yang dimilikinya. Perlindungn
konsumen diselenggarakan sebagai upaya atau usaha bersama berdasarkan
5(lima) asas yang relevan, yaitu:2°
a) Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksud bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebanyak-

banyaknya bagi kepentingan konsumen.

¥ htt ditienspk.kemendag.go.id/id/direktorat-pemberdayaan-

onsumen[kelembagaan Diakses pada tanggal 6 Mei 2014 pukul 14.25 WIB
Penjelasan Pasal 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 LN No. 42 Tahun 1999, TLN
No. 3821


http://ditienspk.kemendag.go.id/id/direktorat-pemberdayaan-konsumen/kelembaeaan
http://ditienspk.kemendag.go.id/id/direktorat-pemberdayaan-konsumen/kelembaeaan
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b) Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada kosumen dan
pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibanya.

c) Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil
maupun spiritual.

d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Asas keamanan dan keselamatan kosumen dimaksud untuk memberikan
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi dan digunakan.

e) Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin
kepastian hukum.

Apabila konsumen‘ mengalami keiugian, maka konsumen dapat
meminta pertanngungjawaban dan sekaligus ganti rugi atas kerugian yang
dideritanya. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 dalam pasal 23 mengatakan
apabila pelaku usaha tidak memberikan tangapan dan/atau tidak memenuhi

ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk
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menggugat melalui Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) atau Badan
peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha jasa penitipan barang
termasuk perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Hukum perdata tidak
menjelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa
yang tertentu. Menurut Prof.R Subekti, S.H. perjanjian untuk melakukan jasa-

_jasa, tertentu adalah suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukan
suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia
membayar upah, sedangkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan

tersebut terserah kepada pihak lawan itu.!

G. Metode Penelitian
1.Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum
sendiri yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi.?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang (statute
approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi

penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan

:: R. Subekti. Op.cit. him 57-58
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana. 2007. him. 35
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membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan
kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau
antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan
undang-undang.?
2.Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data
1. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu
data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang didapat
langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui
penelitian lapangan.®* Perolehan data primer dari penelitian di lapangan
dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara
ataupun dengan penyebaran kuesioner.”’Data Sekunder adalah data
yang berasal pada.peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan
hukum yang lainnya Data sekunder sebagai sumber/bahan informasi
dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tertier.s
Bahan hukum primer, yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
Bahan hukum sekunder, yaitu : karya-karya ilmiah, dan juga hasil-
hasil dari suatu penelitian.

Bahan hukum tertier, yaitu : kamus, dan internet.

16

:j Ibid. him. 93
Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika. 1996. him.

 Ibid
% Ibid. him. 14
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2. Metode Pengumpulan Data
1) Metode Penelitian Kepustakaan
Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian
kepustakaan yang bersumber dari peraturan-peraturan
perundang-undangan,  buku-buku, dokumen resmi,
publikasi, dan hasil penelitian.
2) Metode. Penelitian Lapangan
Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang
diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari
responden yang ditentukan secara purposive sampling
(ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau
random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).?’
Sampel yang diambil adalah supermarket Diamond dan
supermarket Hypermart. Karena di tempat tersebut
supermarketnya lebih besar dibandingkan dengan tempat
yang lain, dan juga lebih banyak pengunjung yang
berbelanja di tempat tersebut.
Pengumpulan bahan hukum penelitian diambil dari :
A. Wawancara dengan responden yang terdiri dari :
1. Manager di supermarket Diamond.

2. Manager di supermarket Hypermart.

2 N
7 Al Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. 2009. him. 107
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3. Konsumen pengguna jasa penitipan barang

di supermarket.

Metode Pengolahan Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode
penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang
dipercunakan adalah pendeketan kualitatif terhadap data primer
dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur
hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis
untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan
mjukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi

objek kajian.?®

Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deduktif
dan metode induktif sebagai metode penarikan kesimpulan. Metode
deduktif yaitu metode yang berangkat dari pemnyataan yang bersifat
umum untuk ditarik atau diturunkan pada kesimpulan yang

29

khusus.” Metode induktif yaitu metode yang berangkat dari

pemnyataan yang bersifat khusus untuk ditarik atau diturunkan pada

kesimpulan yang umum.*

8 1bid

29 3
Sutrisno Hadi. Metode Research, Cet. Ke-13. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas
Psikologi UGM. 1982. him. 82

% 1bid
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